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ABSTHAK

Sebagui konsekoensi dan pelaksamuan stonomi dacrah berdasarkan Undang-
undang Nomar 22 Tahun 1999 vang telah digami dengan Undang-undang Momor
32 Tahun 2004, selaras dengan hak dan wewenzng sena kewajiban doersh olonom
untuk mengatur dan mengurus sendin urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakal - selempal  dengen menyelenpearskan suatu sislem manajermen
Pemerinazhan yang baik. Oleh karena i perle adenya suaty badan pengawas
penvelengparazn Pemerintahan wvang dilakokan oleh pemerinizh nELpUN Yang
dilakukan oleh badan pengrwas sang bersifal inern.

Permasslahzn dalam Skeipsi ini oadalah @ 1. Ffektifitas fungst Badan
Pengawas  Dacrah  (BAWASDA) Kabupaten Pesisic Selatan. 23, Apa Sija
permasalaian vang dihadapi oleh Badan Pengpwas Daersh (BAWASDA)  dan
upaya Dudan Pengawas Daeeal (BAWASDA) untuk menangaufangi permasalahain
dilam Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan,

Penulisan Skripsio ini menggunakan metode penelitian Yoridis Normatil
vang pendekutannya melalui penelitian hukom don langsung dari lapangan schagai
stmber utama. Sebagai ddata dasar penulis peroleh melalui Tanva jawahb dengan
pitiab Badan Pengawas Dacrah ¢ BAWASDA) dan penulis juga melakukan dengan
cara memberikan Kuisioner secars eriulis kepads pibak Badan Penpawas Dacrah
(BAWASDAL Serta memakai baban hukum sekunder vaitn dats vane diperoleh
e ldui perpustakaan

Pemerintahan Daend Kabupaten Pusisie Selatan melalui Peraturan Daerah
kozbupaten Pesisir Selaan Momar 8 Tahue 2003 elzh menyUsEn sualu Chrpanisasi
dan Taa Kerja Badan Pengawas Dacrah (BAWASDA) Kabupaten Pesisir Sclaan.
Badan Pengawas Dacrah (BAWASDA) Kabupaten Pesisic Selatan di Piopin oleh
seorang Kepala Badan Penpawas Daerah vang berkedudukan di bawah Bupati sera
bertanggung jawalb kepada Bupati Repala Doerah melalui Sekretaris Daerah,

Badan  Pengawas  Dacrah (BAWASDA)  Kubupaten  Pesisir Selatan
melakukan Pengawasan lungsiomal dengan bentuk pengawasan preventif dan
pengawasan  Represil Dalam jangka  wakin terento (200220063 selidaknya
werdapat 30 kasus. Dan semuanyva dapst disclesaikan oleh Badan I npawas Daerah
kabupaten Pesisie Selatan. Adapun susunan Orpanisasi Badan Pengawas Daerah
habupaten Pesisic Selatan terdiei dari Bagian Tata Bagian Sckretaria, Hidiang
Pemerintahan dan Pertanaban, Bidang Kevangan, perlengkapan’ Peralatan dan
hekayaan Daerah, Bidang Keuanpan, perfenghapand Peralatan dan Kekayvaan
Lracrah, Didang Pengawasan Aparstur seria Ridang  Kesatuan bangsa  dan
Perlindungan Maswvarakas, Badan Pengawss Daerah (BAWASDA Foabupaten
Pesisir Selatan berfungsi melakukan  perumusan kebijukan teknis di bideng
pengawasan dacrah sesuai dengan kewenangan vang dimiliki dacrab, penunjang
untuk melancarkan Penvelenggarasn Pemerintahan daeral dibidang Pengawasan
Dacrah.



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mepars Republik Indenesia merspakan negars kesatuan (cen heidstat),
fadv dalem suatu Negara vang berbentuk kesatean tidaklah memungkinkan
adanye doerah vang bersifat staa, Ini dinvatakan didslam pasal 1 angka (1)
Undang: Undang Dasar Megara Republik Indonesia, dimana MNegara Indonesia
talah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, Hal ini menimbulkan ak ihat
bBukum dalam bentuk hubungan hukum astara Pemerimab Pusal dan daerah,
Hubungan bukumy tersebut dapat beropa hak untuk mengawisi davrah-daerah
atanam, '

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dikenal dug sisten wakni:
ststem sentralisasi dan sistem deseniradisasi, Dulam sistem sentralisasi ST
wewenanyg ada dan berada pada Pemeriniah Pusac maksudnyie semua daerak
teckoptasi aleh pemerintah puss, Sedanekan dalam sistem desentralisasi, terjadi
penyerahan  kewenunpan  pemerintah pusal kepade  dacrah. Jadi,  daemh
mempunyai kewenangan mengatur urusan rumah tangganys sendicd, vang lebih
dikenal dengan dagrah tlonami.

hebitakan nasional mengenai olenomi daerah dan pemerintabian dacrah
ini, telah dituangkan dalam beatuk Undang-undeng Nomaor 22 Tahun 1999

“emeng Pemermtahan Daerah vang dilengkapi dengan Undang - undang Momor

"loel Rikis Kb, Privipek Ciipnon | Riernh i Beearg Hepubilik Indoressag ldendilikasi

dan_beherps fakwe sone mempenearubi pers clemaiwrnannya. Menerbit T Baja Cirafido,
Takarta, [RS8



25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keoanpan antara Pemerintah Pusat dan
Lraerah. Dengan ditetaphannya kedua Undang - undang ini, maka Lindang-undang
yang mengalur materi yang sama yang ada sebelumnyva dan diangpap tidak sesuai
fagl dengan perkembangan Kebutuhan, dinvatakan tidak heriake lagi. Uindang.
undang vang dinvataken tidak berlaku lagi sdalzh Undang-undang Momor 5 tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintzhan daerahd Lembaran Megara tahun 1974
Mamor 337 Uindang-undans Nemar 5 Talun 1974 Tentang Pemerintahan Desa
(L embaran Megasra Tahun 1979 Nomor S3, dan !.':J:in|1j_:-|.|l1dxlllg Mamr 32
tahun 1956 tentang Perimbangan Kevangan antara Megars dan Daerah-daerah
vang berhak mengurus Bumah Tangpanva sendini (Lembarn Newoarn Tahun 1956
Momar 77 dan Tambahan Lembaran Mepara Tahun 1956 Namr 14472

Untuk memperbuast kebijakan otomomi dacrah i, dalam Sidang Tahunan
MEPR 2zhun 20 elah pula ditetapkan Ketetapan MPR Nomor TVSMPRZ2000
tentang Kehijskan dalon Perselengeaman Otanomi Daerab vane antara fain
rterekomendasikan babwa prinsip otonomi daerah il hares dilaksanakan dengan
menekankan  pentingnyva kemandirian dan keprakarsaan  dari dacrah-daerah
atonom untuk menyelenggarakan otonemi dacrah tanpa hares terlehih dahuly
menunggi petunjuk dan pengaturan dari pemerintah pusar.

Seiring dengan terjadings perubahan terhadap Undang —Undang [hasar
MNegara Republik Indancsia tabuin 1945, maka herakibar lerjadiny: penggantian
terhinlap Undang-undang Namoer 22 Trhun 1999 tentang Pemerintabian Dacrzh,
Yang diswali dengan lahirmya Ketetapan MPR-RI No o IV/MPR2000 lentang

Rebomendasi Kebijakan  dalam Penvelengraran Otonomi Daersh, ek



menindak anjuti ketetapan MPR tersebut Tshirlah Undang —Undang Mo 32 Tahon
20004 tentang Pemerintalian Daerah,

Undang-Lindang Republik  Indonesia Nomor 32 Tahen 2004 tentang
Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangkan di Jukara ansgal 15 Okoher
24, Didalam  Undang-undang  ini Penyvelengeargannya  otonomi dacrah
terkandung 3 prinsip vaitu, Mertama prinsip olonami seluas-luasnya, Dalam arti.
daerah diberikan  kewenangan  mengurus  dan mengalur semus srusan
pemerintahan diluar vang menjadi urosan pemerintah vang ditetapkan dalam
undang-undang ini. Dacrah diberikan kewenzngan membuat kebijakan onmuk
memberi pelavanan,  peningkatan  peran serz masyarkal vang  bBertujuan
meningkatken kesciahteraan rakyar, Kvdg prinsip otanomi yuamg nvala vaitu
sty prinsip bahws urosan pemerintahan dilaksanakan  berdasarkan LR
wewenang dan kewajiban vang senvatenys iclah ada dan berpotensi ontok
turnbuh, hidup dan berkermbang sesuai dengan potensi dore kekhzsan daersk. Dan
yang sefiger adalah prinsip otonomi vang bertangoung jawab adaleh atonormi virng
dalam  penyvelengparsannya  benar-benar scjalen dengan Wjuan Jdan maksud
pemberizn olonomi deerah tersebut

Dracrah etenom menumt pasal laval (6) Lindang-undang Momor 32 Tahun
2004 wdalah: * Kesatuan masyarzkat hukum yang mempunval batas. batas wilayah
vang berwenang mengatur den mengurus urosan pemerintahan dan kepentingan
masvarakat selempat menurul prakarsa sendin herdasarkan aspirasi imasvarakal
dalamn sistem MNegara Kesatuan Republik Indonesia™ artinva jelaslah hahwa

daerah dan atau pemerintab dacrah I Rabupaten/Kota) mempenyii kelehasan

Y



untuk - menyelenggarakan  pemerintahan yang  mencakuep  semua bidang
Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri. pertahansn dan
Reamanan, peradilan, moneter din fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya
vang diteltapkan dengan peraturen pemerintah. Disamping ite ketenluan otonomi
mencakup pula Kewenangan yang utuh dan bulat dalam penvelenpgarazn mulia
dizrs perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Pembagian urusan  pemerintghan didalam Undang-undang Nomar 32
Tahun 2004 Pazal 10 avat (1} ditctapkan  balwas  pemerinighan daereh
menyelenggarakan urusan pemenntahan vang menjadi kewenanganryva, kecuali
urusan permerimtahan vang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan
pemerintabion pusat, sedangkan avat (2) menvatakan dalam menyelenpparskan
urusan penesmahan vang menjadi kewenangan daerah schagaimana  dulam
aval (11, Pemerintahan dacrah menjalankan otonomi daerah seluas-hessnya untub
mwengalur, mengurisi dicl sendif wrusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas
olonomi dan ugas perbaniuazn,
Ulrusan  wapib yang menjadi Kewenongan  Pemerintah daerash uniuk

kabupaten®ota merupakan urusan vang berskala kabupaten / kota meliputi:

a. Perencaan dan pengendalian pembangunan:

k. Perencanazan. pemantaatan, dan pengawasan tata ruang;

¢ Penyelengparazn ketertiban umum dan ketentraman masyvarakat:

d. Tenvedisan sarana dan prasarana uroom;

L

Penanpanan bidang keschatan;

f. Penvelengearzan pendidikan;



o, Penangpulangan masalah sosal;

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

L Fasilitas: pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah:

J-  Pengendalien lingkungan hidup;

k. Pelayanan pertahanan:

I Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

. Pelavanan admintsirast emoem pemerinlahan;

n. Pelavanan administrast penapaman modal;

o, Penvelengearaan pelavanoan dasar lainnva; dan

p. Urusan waiib lainnya vang dismanatkan oleh persturan perundsng-
undangan.

Lintus mencapai twjuan  dimaksud.  dibutohkan  pengawasan  atas
penyelenggaraan pemerintahan dacrab vang merupakan susty proses Kesiaten
vang ditujukan untuk menjamin asar pernerintzhan daceah burjalan sccara efisien
dan clektif sesuai dengan rencana dan Ketenluan peralursn perundang-undangzan
ving berlaku, Didalam Undany - undang MNomor 32 Tahun 2004, BAB %111, Pasal
218 Avat (1) dan (2) bidang Permbinasn dan pengawasan telah ditetapkan bahwa;
* Pengawasan atss penvelengearasn pemeriniahan daerah dilaksanakan oleh
pemerintah meliputi penpawasan aas pelaksanaan urusan pemerintahan di dasrah
dan pengawasan terhadap peraturan kepala daerah™, sehagai tindak lanjut dari
Pasal 218 avar (1) dan {23 dizgtas. maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah MWomar
29 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pembinasn dan Pengrwasan Penyelenggaraan

Femerintaban Daerah.



BAB 1V

PENUTLUP

A, Simpulan

setelah penulis menguraikan bab demi bab wulisan ini, maka scharang

penulis berusaha untuk mengambil beberapa Kesimpulan schagal penutup

fulisan ini.

J--2
H

bedudukan badan penpawas daerab diator di dalem Perateran daerah
Moemor & Tahun 2003 Temang Fungsi Badan Penpawas Daerah sebagal
peaunjang pelaksanaan pemerintahan dacrah di kabupaten pesisir selatan.
Dimana didalan pelaksangannya berada dibawah dan hertanggung jawab
kepada bupati kepala daerah melaui sekretaris daerah. vang melakukan
penigawasan sceard melekat dan secara fungsional tedhadap pemerintal
dacrab. Dalam melaksanakan tupas, badan penpawas dacral kahupaten
pesisir selatan menyelenggarakan fungsi -
a. Peromusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dacrall sesuai
kewenangan vang dimilki daerah.
b. Penunjong untuk kelancaran  penvelengzaraan  pemerintsh daceah
dibidang pengawasan dacrah.
mecars yuridis formal  permasalabun vang dibadapi Badan Pengrwas
Blaerah (BAWASDA) kabupaten pesisr sclatan didalam pelaksanaan tugas
dam fungsinva adalah @ belum sepenuhnya efektf fungsi pengawasan vang

dilakukan oleh Badan Pengawas dacrah (B4 WASDA) Baik vang bersifar

it



internal didalam Badan Pengawas il sendiri maspon vang bersifut
eksternal seperti kedudukan Badan Pengawas vang memaeng masih berada
di dalam sistem pemerintahan daerah, serta masih Kkurang maksimalnya
Kinerja aparat Badan Pengawas itu sendinl sebagai abdi negara dan ahdi
masyarakat  vang  mengabdikan  diri kepada kepemntingan  publik
berdasarkan etika frofesi schagai pegawai negeri sipil. Permasalahan
diatas akan berakibal langsung maupun tidak langsung kepada pola
prilaku dndividu vang bersangkulan sehapal perwajudan dari nilai-nilai
maral den etiks schingga menjodi kendals vang bersifat urnum dalam
suatu sistem sosial puns mewwjudkan pemerintahan vang baik. Kalaw
dikaji dari peroturan perundeng-undangan tentang pemerintahan dasrah
memang tupas dar badan pengawas dierah hanvalah sebagai penunjang
pelaksanian pemerintah dacrah terutama dalam mengawasi kinerja satuan

kerja peranckal dacrah.,

5. Saran

Untuk mienpakhins skripst ini penulis berusaha memberi wsul atag saran,
sesuai dengan Kemampuan penulis buat sebagai sumbangan pemikiran dalam
usahs melancarkan pemerintzban dan pembangunan pada umumnya didaseak
kabupaten  pesisic selatan untuk mewujudkan Pemerintzhan vang  baik.
lerutama agar fungsi badan pengawas dacrah lebil efekiil schagai PENUNjAn
pelaksanaan pemerintah dacrah di bideng pengawasan
|, Badon Pengawis Dacrah (BAWASDA) Kabupaten pesisic selatan agzar

dapet meningkatkan kemampuan personilnya dalarn melakssnakan funesi

i)
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pengawasan, wrotama sekalt baros menpuasai scgala perundang-undengan
wang  menyangkut tentang kewenanpan  dalam melakukan fungsi
pengawasun tersehul.

Disarankion kepada kepala daerah, kasus-kasus vang sudah dilaporkan oleh
pihak badan pengawas doerah agar dapat segeea ditindak lanjuti scsuai
dengan ketentuan perundangan vang berlaky, sehingga nantinya dapat
tercipla sunte pemerintahan vang bersib dari pelangearan  peraturan
Perundang-undangan seperti aps vang di wdem-idamkan masyarakm
selama ini

Disarankan kepada kepala dacrah, didalam melakukan mutasi pejabar di
wilavah kabupalen pesisic Sclatan memang betal-betud ditempatken pada
hidang vang memane dikuasainva,

Disarankan  kepads  pihak  Badan  Penoawas  Dacrah (BAWASDAY
kabupaten pesisic selatin untuk lehib transparn (terbuka) memberikan
data dan inlormost sehubungan dengan permasalahan yang dikadapi gusa
memperbaiki sistem dimasa yang akan datong.

Agar Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) kabupalen pesisir selatan
dapat mensosislisasikan peranan wgas pokok den funpsi (TUPGKS)
kepada Masyarakat maupun lembaga pengawas lainnyva gpuna mewujudkan
pengawisan vang cfektif,

Agar tujuan dari pengawasan dan pembinaan schagai tugas pokok dari
Badan Pengawas Dacrah (BAWASDAL benar-benar dapat ditegakkan

sestar dengan aturan hukum sang berlaku,

T
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